ARBITER: Jurnal llmiah Magister Hukum, 8 (1) 2026: 96-111.
DOI: 10.31289 /arbiter.v8i1.6920

ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter
Diterima: 22 Januari 2026; Direview: 20 Februari 2026; Disetujui: 15 April 2026

Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat: Kajian
Yuridis Empiris Peran dan Komunikasi Kepolisian di Kota
Bandung

Law Enforcement and Public Order: An Empirical Juridical
Study of the Role and Communication of the Police in the City
of Bandung

Zeevano Albariq Baskaral*, Arman Lany! & Naditha Rizkya Hantoro?

1) Magister Ilmu Hukum, Fakultas [lmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia
2) Program Studi [lmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas
Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Abstrak
Ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian dalam upaya
menjaga keteraturan sosial, khususnya terkait dengan peran kepolisian di Kota Bandung sebagai institusi yang
berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam
penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik
di lapangan. Masalah difokuskan pada pelaksanaan penegakan ketertiban serta proses terbentuknya kepatuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari, termasuk melalui interaksi dan komunikasi antara aparat dan
masyarakat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori sistem hukum yang menekankan keterkaitan
antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Data-data dikumpulkan melalui
wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian dan masyarakat, observasi terbatas di ruang publik, serta
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal, kemudian dianalisis secara kualitatif
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan ketertiban telah
berlangsung melalui kegiatan pengawasan, pengaturan, dan penertiban, serta disertai dengan upaya pembinaan
kepada masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam menjaga ketertiban perlu dipahami
sebagai proses berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara penerapan aturan, pembinaan kesadaran
hukum, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa interaksi
antara aparat dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memahami keterkaitan antara norma hukum dan
praktik sosial.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Ketertiban Masyarakat; Peran Kepolisian; Kepatuhan Hukum; Yuridis Empiris

Abstract
Public order in urban areas shows dynamics that require attention in an effort to maintain social order, especially
related to the role of the police in the city of Bandung as an institution that interacts directly with the community. This
study aims to analyze the role of the police in law enforcement against public order by examining the suitability between
legal norms and practices in the field. The problem is focused on the implementation of law enforcement and the process
of forming community compliance in daily social life, including through interaction and communication between the
apparatus and the community. In order to approach this problem, a reference to legal system theory is used which
emphasizes the relationship between the substance of the law, the structure of law enforcement, and the legal culture
of the community. Data were collected through semi-structured interviews with police officers and the public, limited
observations in public spaces, and literature studies of laws and regulations and journal articles, then analyzed
qualitatively using an empirical juridical approach. The results of the study show that the enforcement of order has
taken place through supervision, regulation, and control activities, and accompanied by efforts to coach the community.
This study concludes that law enforcement in maintaining order needs to be understood as a sustainable process that
prioritizes a balance between the implementation of rules, fostering legal awareness, and community involvement. This
research contributes by showing that interaction between the apparatus and the community is an important part in
understanding the relationship between legal norms and social practices.
Keywords: Law Enforcement; Public Order; the role of the police; Legal Compliance; Empirical Juridical
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PENDAHULUAN

Ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan menunjukkan dinamika yang tidak hanya
berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dengan bagaimana aturan tersebut
dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam negara hukum, ketertiban
tidak hanya dimaknai sebagai keteraturan yang dihasilkan oleh penegakan aturan, melainkan juga
sebagai hasil dari interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membentuk
kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Yulianingsih & Listyarini, 2024). Ketertiban menjadi
indikator penting dari keberhasilan penegakan hukum, tidak hanya dari sisi penerapan aturan,
tetapi juga dari sejauh mana hukum diterima sebagai pedoman perilaku oleh masyarakat. Proses
penerimaan tersebut tidak terlepas dari peran komunikasi yang berlangsung dalam praktik
penegakan hukum, baik melalui pendekatan persuasif, edukatif, maupun interaksi langsung di
ruang publik. Tanpa adanya proses tersebut, hukum berpotensi hanya hadir sebagai instrumen
formal yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu,
pembahasan mengenai ketertiban masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum,
tetapi juga dengan bagaimana komunikasi antara aparat dan masyarakat berkontribusi dalam
membentuk keteraturan sosial(Busriadi & Saleh, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian memegang peran sentral dalam memelihara
keamanan dan ketertiban Masyarakat (Gibson, 2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas kepolisian mencakup
pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan
kepada Masyarakat (Febriawan, 2024). Rumusan tugas ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak
hanya berfungsi sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pembina ketertiban
social (Wijaya, 2022). Peran tersebut menempatkan polisi sebagai aktor yang berinteraksi
langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari . Dengan demikian, kualitas hubungan
antara kepolisian dan masyarakat sangat memengaruhi terciptanya kondisi tertib. Keberhasilan
fungsi ini tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari tingkat
kepatuhan sukarela masyarakat.

Secara teoritis, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berkaitan. Yulianingsih & Listyarini (2024) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga
unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.
Substansi hukum berkaitan dengan kualitas aturan yang berlaku, struktur hukum berkaitan
dengan lembaga dan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap
dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Nugroho et al., 2020). Ketertiban masyarakat tidak
akan tercapai apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu,
penegakan hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara aturan,
aparat, dan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari
konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.

Dalam konteks ketertiban, budaya hukum masyarakat memiliki peran yang sangat
menentukan. Kesadaran hukum yang tinggi mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa
harus selalu diawasi oleh aparat. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan
pelanggaran tetap terjadi meskipun aturan telah jelas dan sanksi telah ditetapkan. Oleh karena itu,
penegakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan represif cenderung tidak cukup untuk
membangun ketertiban jangka Panjang (Syahrir et al., 2025). Diperlukan pendekatan preventif
dan persuasif yang mendorong internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sosial. Di sinilah peran
kepolisian sebagai pembina masyarakat menjadi sangat penting. Fungsi ini sejalan dengan konsep
pemolisian masyarakat yang menekankan kemitraan antara polisi dan warga.

97



ARBITER: Jurnal lImiah Magister Hukum, 8 (1) 2026: 96-111

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara penegakan hukum dan
ketertiban masyarakat. Penelitian oleh Herawati (2025) menunjukkan bahwa hubungan yang baik
antara kepolisian dan masyarakat, khususnya melalui komunikasi yang transparan dan
keterlibatan warga dalam program keamanan, berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan
publik dan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan
partisipatif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memperkuat legitimasi kepolisian
dalam menjaga ketertiban. Sementara itu, Sementara itu, Purba et al. (2024) menemukan bahwa
penegakan hukum yang humanis dan profesional mampu mengurangi resistensi masyarakat
terhadap aparat serta meningkatkan penerimaan terhadap tindakan kepolisian. Penelitian ini
menekankan bahwa pendekatan dialogis dan pemolisian masyarakat menjadi kunci dalam
membangun kerja sama antara polisi dan warga, terutama di wilayah dengan karakter sosial dan
budaya yang beragam. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Wardhana (2020) menyoroti
bahwa kompleksitas tugas kepolisian dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat
efektivitas penegakan hukum, terutama dalam situasi sosial yang dinamis. Penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun peran normatif kepolisian sangat luas, realitas di lapangan sering
kali tidak memungkinkan seluruh fungsi tersebut dijalankan secara optimal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran kepolisian dalam menjaga ketertiban,
sebagian besar masih menekankan aspek normatif atau evaluasi kebijakan secara umum. Kajian
yang secara eksplisit membandingkan antara norma hukum dan realitas praktik penegakan
hukum di tingkat lokal masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji
bagaimana masyarakat memaknai kehadiran polisi dalam konteks ketertiban sehari-hari di
wilayah perkotaan. Padahal, persepsi masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepatuhan
terhadap aturan. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat
penegakan hukum tidak hanya dari sudut pandang institusional, tetapi juga dari sudut pandang
sosial. Inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Kota Bandung sebagai kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi menghadapi tantangan
ketertiban yang cukup kompleks. Aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang padat berpotensi
menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum (Lubis et al., 2024). Di sisi lain,
masyarakat perkotaan juga memiliki kebutuhan tinggi akan rasa aman dan keteraturan ruang
publik. Kondisi ini menempatkan kepolisian pada posisi strategis dalam mengelola dinamika sosial
yang terus berubah. Penegakan hukum di wilayah perkotaan menuntut pendekatan yang tidak
hanya tegas, tetapi juga adaptif terhadap karakter masyarakat. Oleh karena itu, Kota Bandung
menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas
penegakan hukum.

Dalam praktiknya, ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan sering kali bersifat
situasional. Ketertiban meningkat ketika terdapat pengawasan atau operasi penertiban, namun
menurun ketika pengawasan tidak berlangsung secara intensif (Ilham & Rahman, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran hukum,
melainkan oleh faktor eksternal berupa kehadiran aparat. Kondisi ini mengindikasikan adanya
kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan realitas perilaku sosial. Kesenjangan tersebut
menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketertiban yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
penting untuk menelaah bagaimana peran kepolisian dijalankan dalam membangun kepatuhan
yang bersifat internal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum
melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor sosial yang memengaruhi
ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial
berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang efektif. Selain itu, kegagalan dalam membangun
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ketertiban dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi
kepolisian. Kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pelaksanaan fungsi penegakan
hukum. Tanpa kepercayaan, upaya penertiban akan selalu menghadapi resistensi. Oleh karena itu,
kajian ini menjadi relevan dalam konteks penguatan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Pendekatan das sollen dan das sein digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh
mana kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum dilapangan. Das sollen
merepresentasikan standar ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara
das sein mencerminkan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbandingan
antara keduanya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam
pelaksanaan fungsi kepolisian (Prihardiati, 2021). Pendekatan ini juga membantu menjelaskan
mengapa ketertiban belum sepenuhnya tercapai meskipun regulasi telah tersedia. Dengan
demikian, analisis tidak berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial.

Penelitian ini juga memposisikan kepolisian tidak hanya sebagai aparat penegak hukum,
tetapi sebagai aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Interaksi ini mencakup
komunikasi, pembinaan, serta tindakan penegakan hukum yang dilakukan dalam situasi nyata.
Oleh karena itu, kualitas interaksi tersebut sangat menentukan keberhasilan pembentukan budaya
tertib. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan dihargai, kepatuhan terhadap
hukum cenderung meningkat. Sebaliknya, pendekatan yang dianggap tidak adil dapat memicu
penolakan terhadap aturan. Perspektif ini menegaskan pentingnya melihat penegakan hukum
sebagai proses relasional, bukan semata prosedural.

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan normatif
penegakan hukum dan realitas ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan. Kesenjangan ini tidak
dapat dijelaskan hanya melalui aspek regulasi, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial yang lebih
luas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian yang
menghubungkan norma hukum, praktik kepolisian, dan respons masyarakat secara simultan.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika
ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis
dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran kepolisian dalam menjaga ketertiban,
sebagian besar masih menekankan aspek normatif atau evaluasi kebijakan secara umum, serta
belum secara mendalam mengkaji dimensi interaksi dan komunikasi antara aparat dan
masyarakat dalam praktik penegakan hukum. Padahal, dalam pelaksanaan di lapangan,
komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan, penyampaian aturan,
serta pembentukan kepatuhan masyarakat. Kajian yang secara simultan menghubungkan norma
hukum, praktik kepolisian, dan proses komunikasi sosial di tingkat lokal masih relatif terbatas.
Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut,
khususnya dalam memahami bagaimana komunikasi berperan dalam menjembatani antara
ketentuan normatif dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan komunikasi
sebagai bagian integral dalam analisis penegakan hukum, sehingga dapat memberikan perspektif
yang lebih komprehensif dalam melihat hubungan antara hukum, aparat, dan masyarakat.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat di Kota Bandung
dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan. Penelitian ini
juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dijalankan melalui
interaksi dan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bentuk kesenjangan antara das sollen dan
das sein dalam ketertiban masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
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bagi penguatan penegakan hukum yang lebih selaras dengan kondisi sosial serta memperhatikan
pentingnya komunikasi dalam proses pembinaan dan pemahaman hukum di masyarakat. Dengan
demikian, penelitian ini relevan untuk mendukung upaya mewujudkan ketertiban masyarakat
yang berkelanjutan, berbasis kesadaran hukum, serta didukung oleh hubungan yang baik antara
kepolisian dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk
mengkaji peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat di Kota
Bandung, termasuk bagaimana komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat berlangsung
dalam praktik penegakan hukum. Metode yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya
mempelajari hukum sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum
tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (law in action) (Asikin &
Amiruddin, 2020). Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti memahami keterkaitan
antara aturan hukum, praktik penegakan di lapangan, serta interaksi sosial yang terjadi antara
aparat dan masyarakat dalam membentuk ketertiban. Dengan demikian, metode ini digunakan
untuk melihat kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan realitas praktik (das sein),
termasuk dalam aspek komunikasi yang menyertainya (Armia, 2022).

Subjek penelitian terdiri atas aparat kepolisian dan masyarakat yang terlibat langsung
dalam dinamika ketertiban umum, sedangkan objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan
penegakan hukum, praktik komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta respons sosial
terhadap aturan ketertiban. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi non-partisipatif di beberapa titik
ruang publik, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen
kebijakan, serta artikel jurnal yang relevan (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan relevansi terhadap
isu penelitian. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai praktik penegakan
hukum, bentuk interaksi dan komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta pengalaman dalam
menjaga ketertiban. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung
bagaimana aparat menjalankan perannya di ruang publik, termasuk bentuk komunikasi yang
dilakukan dalam situasi nyata. Selain itu, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat
landasan teoritis dan normatif penelitian. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, data
wawancara disajikan menggunakan sistem pengodean, yaitu kode “P” untuk aparat kepolisian dan
“M” untuk masyarakat, disertai nomor urut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi beberapa tahapan yang berlangsung secara berulang. Tahap pertama
adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data
berdasarkan tema penelitian, seperti praktik penegakan hukum, pola komunikasi antara aparat
dan masyarakat, serta bentuk kepatuhan masyarakat. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu
menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan identifikasi
pola hubungan antar kategori. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu
proses interpretasi data dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik di
lapangan dalam kerangka das sollen dan das sein, termasuk menelaah bagaimana komunikasi
berperan dalam praktik tersebut (Purwati, 2020). Untuk meningkatkan keabsahan data,
digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan
data sekunder, serta dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh. Dengan tahapan
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tersebut, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
penegakan hukum, komunikasi aparat, dan ketertiban masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diarahkan untuk menjawab
tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap
ketertiban masyarakat di Kota Bandung dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan
realitas praktik di lapangan, serta mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum
berlangsung dalam interaksi dan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Data
diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat serta observasi di ruang
publik, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan temuan empiris dengan
ketentuan normatif yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada bagaimana peran kepolisian
dijalankan, bagaimana respons dan kepatuhan masyarakat terbentuk dalam kehidupan sosial,
serta bagaimana dinamika interaksi dan komunikasi mewarnai praktik penegakan ketertiban.
Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya menilai keberadaan aturan, tetapi juga melihat
bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan dimaknai melalui praktik sosial sehari-hari
masyarakat Kota Bandung.

Peran Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat melalui Interaksi dan Komunikasi
di Kota Bandung

Secara normatif, kepolisian memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pendekatan preventif diarahkan pada upaya pencegahan melalui kehadiran aparat dan
pengawasan di ruang publik, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan melalui imbauan,
pembinaan, serta komunikasi dengan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman terhadap
aturan yang berlaku. Adapun pendekatan represif merupakan langkah penindakan yang dilakukan
ketika terjadi pelanggaran hukum. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan
hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan
pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi
dan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui komunikasi yang dilakukan
secara langsung di ruang publik, aparat tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga
membangun pemahaman serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan
demikian, fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi
juga dimensi sosial dan komunikatif (Rahman, 2025). Ketertiban tidak hanya dipahami sebagai
ketiadaan pelanggaran, melainkan sebagai hasil dari proses pembentukan perilaku masyarakat
yang selaras dengan norma hukum melalui interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori sistem hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh
keselarasan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.
Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal
dalam kehidupan social (Kuen, 2024). Oleh karena itu, peran kepolisian dalam menjaga ketertiban
tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara aparat dan masyarakat. Hubungan ini menjadi ruang
penting dalam proses pembentukan kepatuhan terhadap aturan. Penegakan hukum yang hanya
bertumpu pada aturan formal tanpa memperhatikan dinamika sosial berpotensi menghasilkan
ketertiban yang bersifat sementara (Larsen & Lauritsen, 2024).
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Berdasarkan hasil observasi, kepolisian di Kota Bandung menjalankan fungsi pemeliharaan
ketertiban melalui patroli rutin, pengaturan lalu lintas, serta pengawasan di ruang publik. Kegiatan
ini dilakukan di berbagai lokasi yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi.
Kehadiran aparat di lapangan menjadi bagian dari upaya menjaga keteraturan dan mencegah
terjadinya gangguan Kketertiban. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif masih
menjadi salah satu instrumen utama dalam praktik penegakan ketertiban. Dalam perspektif
komunikasi, kehadiran fisik aparat juga dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi langsung yang
bersifat simbolik maupun interpersonal, di mana keberadaan aparat menyampaikan pesan
mengenai keberlakuan aturan sekaligus membangun kesadaran situasional masyarakat. Salah
satu informan masyarakat menyampaikan bahwa “kalau ada polisi di jalan, biasanya kita langsung
lebih hati-hati, bukan cuma karena takut ditilang, tapi juga jadi merasa harus ikut aturan karena
ada yang mengawasi’ (Informan M1). Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran aparat berfungsi
sebagai pesan non-verbal yang memengaruhi perilaku masyarakat secara langsung.

Secara analitis, temuan tersebut dapat dipahami melalui perspektif komunikasi simbolik, di
mana tindakan dan kehadiran aparat menjadi medium penyampaian pesan tanpa harus selalu
menggunakan komunikasi verbal. Kehadiran polisi di ruang publik membentuk makna tertentu di
benak masyarakat, yaitu adanya pengawasan dan keberlakuan aturan yang harus dipatuhi. Dalam
hal ini, komunikasi tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang
dapat ditafsirkan oleh masyarakat sebagai sinyal sosial (Sevilla & Laura, 2017). Hal ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki dimensi komunikatif yang melekat dalam
praktiknya, sehingga keberadaan aparat tidak hanya berfungsi sebagai pengendali, tetapi juga
sebagai penyampai pesan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori komunikasi persuasif, kehadiran aparat di ruang
publik dapat dipahami sebagai upaya membentuk kepatuhan melalui pengaruh situasional.
Meskipun tidak selalu disertai dengan komunikasi verbal secara langsung, keberadaan aparat
mampu mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku.
Namun, bentuk komunikasi ini cenderung bersifat satu arah dan situasional, sehingga kepatuhan
yang terbentuk lebih bersifat sementara (Thai, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi
yang hanya bertumpu pada kehadiran dan pengawasan belum sepenuhnya mendorong
terbentuknya kesadaran hukum yang mendalam. Dengan kata lain, komunikasi dalam bentuk ini
lebih berfungsi sebagai kontrol sosial dibandingkan sebagai proses pembinaan yang
berkelanjutan.

Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa penegakan ketertiban tidak hanya
memerlukan kehadiran aparat secara fisik, tetapi juga penguatan pada aspek komunikasi yang
lebih dialogis dan partisipatif. Komunikasi yang melibatkan interaksi dua arah antara aparat dan
masyarakat berpotensi membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan, sehingga
kepatuhan tidak hanya muncul dalam situasi tertentu, tetapi dapat berkembang menjadi bagian
dari kesadaran sosial. Dengan demikian, komunikasi dalam penegakan hukum tidak hanya
berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen penting yang menjembatani antara norma
hukum dan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa situasi, kehadiran aparat di lokasi tertentu berkorelasi dengan
meningkatnya kepatuhan terhadap aturan. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan rambu
lalu lintas dan aturan penggunaan ruang publik ketika terdapat pengawasan langsung. Kondisi ini
menunjukkan bahwa fungsi pengawasan masih memiliki peran penting dalam menjaga
keteraturan. Namun, jika ditinjau secara kritis, kepatuhan yang muncul dalam kondisi tersebut
lebih bersifat respons terhadap situasi dibandingkan sebagai hasil dari kesadaran hukum yang
terbentuk secara internal. Salah satu informan menyampaikan bahwa “kalau lagi ada petugas,
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orang-orang biasanya langsung tertib, tapi kalau sudah tidak ada, ya kadang kembali seperti biasa
lagi” (Informan M2). Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung masih
cenderung satu arah, yaitu berupa pengawasan dan kehadiran aparat, sehingga belum sepenuhnya
mendorong terbentuknya pemahaman yang mendalam terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan
pandangan bahwa komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif memiliki peran lebih kuat
dalam membangun kepatuhan jangka panjang.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga memahami
pentingnya ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Seorang informan menyampaikan bahwa
hidup tertib dianggap penting karena dapat menciptakan rasa nyaman dan mengurangi potensi
konflik. Informan tersebut menyatakan bahwa “kalau semua orang mengikuti aturan, suasananya
jadi lebih nyaman, tidak saling mengganggu, dan aktivitas juga bisa berjalan lebih lancar, jadi
sebenarnya tertib itu kebutuhan bersama” (Informan M3). Pernyataan ini menunjukkan bahwa
secara normatif, masyarakat memiliki pemahaman mengenai manfaat sosial dari ketertiban.
Dalam konteks komunikasi, pemahaman tersebut dapat dilihat sebagai hasil dari proses
internalisasi nilai yang terbentuk melalui interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat maupun
antara masyarakat dan aparat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran dalam
membentuk persepsi dan sikap terhadap aturan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, kepatuhan tidak selalu konsisten dalam berbagai
situasi. Beberapa informan menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu, pelanggaran tetap
terjadi karena faktor kebiasaan dan lingkungan sosial. Salah satu warga menyatakan bahwa
“kadang kita sebenarnya tahu itu tidak boleh, tapi kalau lihat orang lain juga melakukan dan tidak
ada yang menegur, jadi merasa itu hal yang biasa saja, akhirnya ikut-ikutan” (Informan M4). Hal ini
menunjukkan bahwa norma sosial di lingkungan sekitar turut membentuk pola perilaku dalam
mematuhi aturan. Jika dilihat dari perspektif komunikasi, kondisi ini mencerminkan bahwa
komunikasi informal dalam masyarakat, seperti pengaruh lingkungan dan interaksi sehari-hari,
memiliki peran yang kuat dalam membentuk perilaku hukum. Pembentukan ketertiban ini tidak
hanya bergantung pada aturan formal dan tindakan aparat, tetapi juga pada bagaimana pesan-
pesan hukum dipahami, disebarkan, dan dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat.

Dari sisi kepolisian, penegakan ketertiban dipahami sebagai proses yang tidak selalu dapat
diselesaikan hanya dengan tindakan hukum. Aparat menyadari bahwa pendekatan persuasif dan
komunikasi menjadi bagian penting dalam interaksi dengan masyarakat. Salah satu petugas
menyampaikan bahwa “biasanya kami mencoba memberikan pengertian dulu, supaya masyarakat
paham alasan dari aturan yang diterapkan” (Informan P1). Pendekatan ini menunjukkan adanya
upaya untuk membangun pemahaman hukum sebagai dasar kepatuhan. Hal ini sejalan dengan
prinsip preventif dalam penegakan hukum.

Selain pendekatan persuasif, penindakan tetap dilakukan ketika pelanggaran dinilai
mengganggu ketertiban umum atau berpotensi menimbulkan risiko. Penindakan dipahami
sebagai langkah lanjutan setelah upaya pencegahan dan imbauan tidak direspons secara memadai.
Dalam konteks ini, penindakan tidak dimaknai sebagai tujuan utama, melainkan sebagai bagian
dari mekanisme menjaga keteraturan sosial. Aparat menyampaikan bahwa “tindakan diambil
kalau memang sudah perlu, supaya situasi bisa kembali tertib” (Informan P2). Hal ini menunjukkan
bahwa penindakan tetap menjadi bagian dari instrumen penegakan hukum yang sah.

Namun, aparat juga menyadari bahwa pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh
menghadapi berbagai keterbatasan. Wilayah kerja yang luas dan beragamnya aktivitas
masyarakat menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara merata.
Salah satu informan menyampaikan bahwa “tidak semua wilayah bisa dipantau terus, jadi kami
harus mengatur prioritas sesuai kondisi di lapangan” (Informan P3). Kondisi ini memengaruhi
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intensitas interaksi antara aparat dan masyarakat di berbagai wilayah. Akibatnya, proses
pembinaan kesadaran hukum belum dapat berlangsung secara konsisten di seluruh area.

Keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa fungsi pembinaan diabaikan, melainkan
menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian antara kapasitas institusi dan kompleksitas kondisi
sosial. Aktivitas masyarakat yang berlangsung cepat dan bervariasi menuntut pola penegakan
ketertiban yang adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi. Oleh karena itu, penegakan
hukum tidak selalu dapat mengikuti pola yang sama di setiap wilayah, karena perbedaan karakter
lingkungan turut memengaruhi bentuk intervensi yang dilakukan oleh aparat. Temuan ini sejalan
dengan penelitian Rahayu et al. (2020) yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif
memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan budaya setempat agar pendekatan yang
digunakan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, variasi pola penegakan ketertiban
dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menyesuaikan praktik hukum dengan realitas sosial
yang dihadapi.

Jika dibandingkan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terlihat adanya perbedaan
dalam intensitas fungsi pembinaan yang dijalankan. Secara normatif, pembinaan masyarakat
menjadi bagian penting dari tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban, namun dalam praktik
penegakan ketertiban lebih sering terlihat dalam bentuk pengaturan dan penindakan terhadap
pelanggaran yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan jangka panjang belum
menjadi pola dominan dalam praktik sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan temuan Herawati
(2025) yang menyebutkan bahwa hubungan polisi dan masyarakat masih banyak dibangun
melalui kehadiran operasional di lapangan, sementara program pembinaan partisipatif belum
sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, jarak antara tujuan ideal
pembinaan hukum dan realitas implementasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan
ketertiban yang berbasis kesadaran hukum.

Meskipun demikian, upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban tetap memiliki kontribusi
nyata terhadap stabilitas sosial di wilayah perkotaan. Kehadiran aparat di ruang publik
memberikan rasa aman bagi sebagian masyarakat dan membantu mencegah eskalasi gangguan
ketertiban. Peran ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan aktivitas sosial di
tengah kepadatan kota. Dapat dilohat bahwa penegakan ketertiban tidak dapat dipahami sebagai
proses yang sepenuhnya gagal, melainkan sebagai proses yang masih terus berkembang dan
menyesuaikan diri dengan tantangan sosial.

Secara keseluruhan, peran kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kota
Bandung telah dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan operasional dan pendekatan sosial.
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kepatuhan yang bersumber dari
kesadaran hukum masyarakat masih memerlukan penguatan. Ketertiban yang tercipta masih
banyak dipengaruhi oleh faktor situasional dan pengawasan langsung. Hal ini menunjukkan
bahwa proses internalisasi nilai hukum dalam masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara
merata. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tujuan
normatif penegakan hukum dan realitas praktik di lapangan, meskipun keduanya saling berkaitan.
Norma hukum telah memberikan kerangka yang jelas mengenai peran kepolisian, namun
implementasinya dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional yang dinamis. Oleh karena itu,
peran kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat perlu dipahami sebagai proses
berkelanjutan yang melibatkan penyesuaian antara aturan, kapasitas institusi, dan karakter
masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai subjek hukum yang diharapkan
mampu membangun kepatuhan berdasarkan kesadaran, bukan semata karena adanya
pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keteraturan lingkungan, mematuhi aturan
bersama, serta mendukung upaya pembinaan hukum menjadi faktor pendukung terciptanya
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ketertiban yang lebih stabil. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa hubungan
antara hukum dan ketertiban di wilayah perkotaan merupakan hasil dari interaksi antara aparat
penegak hukum dan masyarakat sebagai satu kesatuan sosial.

Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Ketertiban: Antara Kesadaran dan Pengawasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman
mengenai pentingnya ketertiban sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ketertiban
dipersepsikan sebagai kondisi yang mendukung rasa aman, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas
sosial. Pemahaman ini terbentuk dari pengalaman sehari-hari serta interaksi sosial di lingkungan
tempat tinggal. Oleh karena itu, secara kognitif masyarakat tidak sepenuhnya berada pada posisi
tidak mengetahui kewajiban hukumnya. Kesadaran awal ini menjadi fondasi penting dalam
membangun kepatuhan terhadap aturan ketertiban. Beberapa informan menyampaikan bahwa
kepatuhan terhadap aturan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Seorang informan
menyatakan bahwa “sebenarnya kami juga ingin tertib, karena kalau semua ikut aturan,
suasananya lebih nyaman, tidak ribut, tidak saling mengganggu, dan aktivitas juga jadi lancar”
(Informan M2). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata dipahami sebagai
kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari etika hidup bermasyarakat. Hal ini
memperlihatkan bahwa norma hukum dan norma sosial sering kali saling berkaitan dalam praktik.

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Horak et al. (2021) yang menyebutkan bahwa
kepatuhan masyarakat cenderung meningkat ketika aturan dipahami sebagai kebutuhan bersama,
bukan sekadar kewajiban formal. Dalam penelitian tersebut, keterlibatan masyarakat dalam
menjaga lingkungan dinilai berkontribusi terhadap terbentuknya rasa memiliki terhadap aturan.
Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada
bagaimana masyarakat memaknai aturan tersebut dalam kehidupan sosial. Hal ini menegaskan
bahwa kesadaran hukum memiliki dimensi sosial yang kuat.

Meskipun demikian, kesadaran normatif tersebut belum selalu terwujud dalam perilaku
yang konsisten. Dalam situasi tertentu, pelanggaran tetap terjadi meskipun masyarakat
mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan. Hal ini menunjukkan adanya
jarak antara pemahaman normatif dan praktik sehari-hari. Kondisi ini tidak selalu mencerminkan
penolakan terhadap hukum, tetapi lebih menunjukkan kompleksitas dalam pengambilan
keputusan dalam situasi sosial tertentu. Faktor situasional dan lingkungan memiliki pengaruh
yang cukup signifikan.

Beberapa informan menjelaskan bahwa perilaku orang di sekitar menjadi pertimbangan
dalam mematuhi aturan. Salah satu warga menyampaikan bahwa “kadang kita sudah niat mau
tertib, tapi kalau lihat di sekitar banyak yang melanggar dan tidak ada yang menegur, lama-lama
jadi ikut saja, karena merasa itu sudah biasa” (Informan M3). Pernyataan ini menunjukkan bahwa
norma sosial yang berkembang di lingkungan sekitar dapat memperkuat atau melemahkan
kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam kondisi ini, kepatuhan menjadi persoalan kolektif,
bukan hanya keputusan individual.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Sawir et al. (2022) yang menekankan bahwa
perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan
pendekatan yang digunakan oleh aparat. Ketika lingkungan sosial tidak memberikan penguatan
terhadap perilaku tertib, maka kecenderungan untuk mengikuti aturan juga menjadi lebih lemah.
Oleh karena itu, pembentukan kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun norma
sosial yang mendukung keteraturan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan sosial memiliki
peran yang tidak kalah penting dibandingkan penindakan hukum.
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Selain faktor lingkungan sosial, kebiasaan juga menjadi faktor yang memengaruhi
kepatuhan. Beberapa bentuk pelanggaran terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena telah
menjadi praktik yang berlangsung lama. Kebiasaan ini membentuk persepsi bahwa pelanggaran
tertentu dianggap wajar dan tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Dalam situasi
seperti ini, perubahan perilaku membutuhkan proses yang tidak singkat dan tidak cukup
dilakukan melalui tindakan sesaat. Pendekatan jangka panjang menjadi penting dalam mengubah
pola kebiasaan tersebut.

Dari sisi kepolisian, kepatuhan masyarakat dipahami sebagai hasil dari proses pembinaan
dan interaksi yang berkelanjutan. Aparat menyadari bahwa penindakan semata tidak cukup untuk
membentuk kesadaran hukum. Salah satu petugas menyampaikan bahwa “kalau hanya ditegur
atau ditilang, orang bisa patuh sementara, tapi supaya benar-benar paham dan mau tertib, perlu
sering diberi pengertian juga” (Informan P2). Pernyataan ini menunjukkan bahwa aparat
memandang komunikasi dan edukasi sebagai bagian penting dari penegakan ketertiban.

Namun, upaya pembinaan secara intensif menghadapi tantangan berupa keterbatasan
sumber daya dan luasnya wilayah kerja. Salah satu informan dari pihak kepolisian menyampaikan
bahwa “tidak semua wilayah bisa kami dampingi secara rutin, jadi pembinaan biasanya dilakukan
bergantian sesuai dengan kondisi yang ada” (Informan P3). Kondisi ini menyebabkan kegiatan
pembinaan dilakukan secara selektif berdasarkan prioritas situasi. Akibatnya, tidak semua
wilayah memperoleh intensitas pembinaan yang sama dalam periode waktu yang bersamaan.
Keterbatasan tersebut berdampak pada pola kepatuhan yang masih sangat dipengaruhi oleh
keberadaan aparat di lapangan. Ketika terdapat pengawasan, masyarakat cenderung
menunjukkan perilaku yang lebih tertib, namun ketika pengawasan berkurang, pelanggaran
kembali muncul. Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan masih bersifat eksternal dan belum
sepenuhnya terinternalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan budaya tertib masih
berada dalam tahap penguatan. Proses internalisasi nilai hukum membutuhkan konsistensi
pendekatan dalam jangka panjang.

Perbandingan antara das sollen dan das sein menunjukkan adanya perbedaan antara
harapan normatif dan realitas sosial. Secara normatif, masyarakat diharapkan mematuhi aturan
berdasarkan kesadaran hukum sebagai warga negara. Namun dalam praktik, kepatuhan masih
banyak dipengaruhi oleh faktor kontrol sosial dan pengawasan langsung. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi pedoman perilaku yang tertanam dalam kesadaran
individu. Kepatuhan masih bersifat kontekstual dan bergantung pada situasi.

Meskipun demikian, temuan ini tidak menunjukkan bahwa masyarakat menolak keberadaan
aturan. Sebaliknya, masyarakat menunjukkan adanya niat untuk hidup tertib, tetapi masih
membutuhkan dukungan lingkungan sosial dan sistem pembinaan yang konsisten. Dengan kata
lain, kepatuhan belum sepenuhnya terbentuk sebagai kebiasaan sosial yang stabil. Kondisi ini
menunjukkan bahwa proses pembentukan budaya hukum masih berlangsung dan memerlukan
penguatan dari berbagai pihak.

Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban juga muncul sebagai faktor penting dalam
temuan penelitian. Beberapa informan menyampaikan bahwa ketertiban akan lebih mudah
terwujud apabila masyarakat turut aktif menjaga lingkungan. Seorang warga menyampaikan
bahwa “kalau sesama warga juga mau saling mengingatkan dengan cara baik, mungkin tidak harus
selalu nunggu ada polisi dulu baru tertib” (Informan M5). Pernyataan ini menunjukkan adanya
kesadaran bahwa ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat.

Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap aturan ketertiban merupakan hasil dari
interaksi antara kesadaran individu, norma sosial, dan praktik penegakan hukum. Kepatuhan tidak
dapat dipahami hanya sebagai produk dari penindakan hukum, tetapi juga sebagai hasil dari
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proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan
budaya tertib memerlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga
keteraturan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang penegakan hukum yang
menekankan pembentukan perilaku sosial yang berkelanjutan.

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Penegakan Ketertiban

Kesenjangan antara das sollen dan das sein tampak dalam pelaksanaan penegakan
ketertiban di Kota Bandung. Secara normatif, kepolisian memiliki mandat untuk menjalankan
fungsi preventif, edukatif, dan represif secara seimbang dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Ketiga fungsi tersebut dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan yang bersumber dari
kesadaran hukum, bukan semata karena adanya sanksi. Namun dalam praktik, fungsi represif
cenderung lebih terlihat dibandingkan fungsi edukatif. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk
merespons gangguan Kketertiban yang muncul secara langsung (Soekanto, 2019). Akibatnya,
pembinaan jangka panjang terhadap kesadaran hukum belum selalu menjadi fokus utama dalam
kegiatan sehari-hari.

Secara ideal, pembinaan hukum dilakukan melalui sosialisasi, dialog, dan keterlibatan
masyarakat dalam menjaga keteraturan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat
memahami alasan di balik aturan yang berlaku. Ketika masyarakat memahami tujuan aturan,
kepatuhan diharapkan dapat tumbuh secara sukarela. Namun, proses tersebut membutuhkan
waktu, konsistensi, dan jangkauan yang luas. Dalam kondisi sosial yang dinamis, pembinaan sering
kali kalah prioritas dibandingkan penanganan gangguan yang bersifat segera. Hal ini menciptakan
perbedaan antara tujuan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Beberapa informan masyarakat menyampaikan bahwa interaksi dengan aparat lebih sering
terjadi pada saat kegiatan penertiban di ruang publik. Salah satu warga menyatakan bahwa
“biasanya kami lebih sering melihat petugas saat ada operasi atau kegiatan pengaturan, sementara
untuk kegiatan sosialisasi aturan belum terlalu sering kami temui” (Informan M6). Pernyataan ini
menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum lebih banyak
terjadi melalui kegiatan pengawasan langsung. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap
aturan lebih banyak terbentuk melalui praktik di lapangan dibandingkan melalui proses dialog
atau sosialisasi yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai
hukum sebagai bagian dari pengaturan aktivitas sosial sehari-hari.

Ketika hukum lebih sering hadir dalam bentuk sanksi, masyarakat cenderung mengaitkan
kepatuhan dengan risiko hukuman. Kepatuhan yang terbentuk dalam kondisi tersebut bersifat
pragmatis dan situasional. Dalam situasi tanpa pengawasan, motivasi untuk tetap patuh menjadi
lebih lemah. Pola ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai hukum belum sepenuhnya
terbentuk. Ketertiban yang tercipta masih bergantung pada mekanisme kontrol eksternal. Kondisi
ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan hukum dan praktik yang terjadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ningrum & Merdiaty (2025) yang menyatakan bahwa
konsistensi dan kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat memengaruhi persepsi
masyarakat terhadap hukum. Ketika hukum lebih sering dipersepsikan sebagai alat penertiban,
maka kepatuhan cenderung bersifat sementara. Sebaliknya, ketika hukum dipahami sebagai
sarana menjaga keteraturan bersama, kepatuhan dapat berkembang secara lebih stabil. Oleh
karena itu, pendekatan edukatif memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi hukum di
mata masyarakat. Namun, penerapan pendekatan ini membutuhkan dukungan struktural yang
memadai.

Dari sisi kepolisian, pembinaan masyarakat dipahami sebagai bagian dari tugas, namun
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Salah satu informan menyampaikan
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bahwa “kami ingin lebih sering turun untuk memberikan pemahaman, tapi tidak semua wilayah
bisa kami datangi secara rutin, jadi harus bergantian dan menyesuaikan situasi” (Informan P4).
Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan jangkauan menjadi salah satu faktor dalam
pelaksanaan pembinaan. Dengan wilayah yang luas dan karakter masyarakat yang beragam,
pendekatan yang seragam sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, prioritas sering kali diberikan
pada wilayah yang dianggap lebih membutuhkan pengawasan langsung.

Selain itu, dinamika sosial perkotaan yang cepat juga memengaruhi pola penegakan
ketertiban. Aktivitas masyarakat berlangsung dalam tempo yang tinggi dan beragam. Hal ini
menyebabkan potensi gangguan ketertiban dapat muncul secara tiba-tiba. Dalam kondisi seperti
ini, respons cepat menjadi kebutuhan utama. Akibatnya, sumber daya yang tersedia lebih banyak
dialokasikan untuk penanganan situasi yang bersifat langsung. Pembinaan yang membutuhkan
waktu dan proses berkelanjutan menjadi lebih sulit untuk dilakukan secara intensif.

Beberapa aparat juga menilai bahwa efektivitas pembinaan sangat dipengaruhi oleh
partisipasi masyarakat. Salah satu informan menyampaikan bahwa “kalau masyarakatnya juga
aktif dan mau bekerja sama, pembinaan bisa lebih mudabh, tapi kalau belum terbiasa, prosesnya
jadi lebih lama” (Informan P5). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak dapat
berjalan satu arah. Interaksi yang bersifat partisipatif menjadi faktor penting dalam membangun
kesadaran hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada hubungan
yang terjalin antara aparat dan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, sebagian informan menyampaikan bahwa kurangnya pemahaman
terhadap tujuan aturan membuat mereka sulit melihat relevansi aturan dengan kebutuhan sehari-
hari. Salah satu warga menyampaikan bahwa “kadang kami tahu itu dilarang, tapi ya.. itu tadi, tidak
selalu paham kenapa dilarang, jadi rasanya hanya ikut-ikutan saja” (Informan M7). Pernyataan ini
menunjukkan bahwa pemahaman substantif terhadap hukum masih terbatas. Ketika aturan tidak
dipahami maknanya, kepatuhan menjadi lebih rapuh. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan
edukatif dalam penegakan hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andrian et al. (2022) yang menunjukkan bahwa
penegakan hukum tanpa disertai pembinaan sosial berpotensi menimbulkan jarak antara aparat
dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pemahaman hukum, maka
hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang dari luar kehidupan sosial mereka. Dalam
kondisi tersebut, kepatuhan lebih mudah bergeser menjadi kepatuhan formal yang tidak disertai
komitmen moral. Oleh karena itu, pembinaan sosial menjadi elemen penting dalam menjembatani
norma hukum dan realitas sosial.

Kesenjangan antara norma dan praktik juga terlihat dari perbedaan tujuan jangka panjang
dan tuntutan jangka pendek penegakan ketertiban. Secara normatif, tujuan penegakan hukum
adalah membentuk masyarakat yang sadar hukum. Namun dalam praktik, penanganan
pelanggaran yang bersifat langsung sering menjadi prioritas utama. Hal ini bukan karena
pembinaan dianggap tidak penting, tetapi karena kebutuhan menjaga stabilitas sosial dalam
jangka pendek. Akibatnya, orientasi jangka panjang sering kali tertunda oleh tuntutan situasional.

Meskipun demikian, aparat dan masyarakat sama-sama menunjukkan adanya kesadaran
akan pentingnya ketertiban sebagai kebutuhan bersama. Baik aparat maupun warga tidak
memandang ketertiban semata sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kondisi yang
mendukung kehidupan sosial yang lebih nyaman. Kesamaan pandangan ini menjadi modal sosial
yang penting dalam upaya memperkecil kesenjangan antara norma dan praktik. Namun, modal
tersebut perlu didukung oleh sistem pembinaan yang lebih konsisten dan terstruktur. Tanpa
dukungan tersebut, kesenjangan akan terus berulang dalam pola yang sama.
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Perbedaan antara das sollen dan das sein dalam penegakan ketertiban juga mencerminkan
adanya tantangan dalam implementasi kebijakan publik. Kebijakan hukum telah menetapkan
peran dan fungsi aparat secara jelas, namun implementasi di lapangan selalu dipengaruhi oleh
konteks sosial dan kapasitas institusi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penegakan hukum tidak
dapat hanya berfokus pada kepatuhan masyarakat, tetapi juga pada sistem pendukung yang
tersedia. Pendekatan ini penting untuk memahami masalah secara lebih komprehensif. Dengan
demikian, tanggung jawab menjaga ketertiban menjadi tanggung jawab bersama antara institusi
dan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pada
aspek pembinaan dan komunikasi hukum. Pendekatan yang menekankan dialog dan partisipasi
dapat membantu mempersempit jarak antara norma dan praktik. Hal ini sejalan dengan konsep
pemolisian masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban
(Herawati, 2025). Melalui kemitraan ini, hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen penertiban,
tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pendekatan tersebut berpotensi memperkuat
legitimasi hukum di mata masyarakat. Dapat dilihat, kesenjangan antara norma hukum dan
realitas penegakan ketertiban tidak dapat dipahami sebagai kegagalan salah satu pihak.
Kesenjangan tersebut merupakan hasil dari interaksi antara tuntutan sosial, keterbatasan
institusional, dan dinamika masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, upaya memperkecil
kesenjangan perlu dilakukan melalui penguatan pembinaan, peningkatan komunikasi hukum, dan
keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan pendekatan tersebut, ketertiban tidak hanya
bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada kesadaran kolektif. Temuan ini memperkuat
pentingnya melihat penegakan hukum sebagai proses sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap
ketertiban masyarakat di Kota Bandung telah dijalankan melalui kegiatan pengawasan,
pengaturan, serta penertiban di ruang publik sebagai bentuk implementasi ketentuan normatif
yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penegakan ketertiban juga berlangsung melalui interaksi
dan komunikasi antara aparat dan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam membangun
pemahaman terhadap aturan. Kepatuhan masyarakat pada dasarnya telah didukung oleh
kesadaran akan pentingnya ketertiban sebagai kebutuhan bersama, namun dalam praktiknya
masih banyak terbentuk melalui pengalaman sosial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa
pembentukan kesadaran hukum sebagai dasar kepatuhan masih memerlukan penguatan melalui
proses yang berkelanjutan.

Temuan ini memberikan implikasi teoretis bahwa penegakan hukum tidak hanya dipahami
sebagai proses penerapan aturan, tetapi juga sebagai proses komunikasi sosial yang membentuk
makna dan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat. Secara praktis, diperlukan
penguatan pendekatan komunikasi yang lebih dialogis, konsisten, dan partisipatif antara
kepolisian dan masyarakat, sehingga pembinaan hukum dapat berlangsung lebih efektif serta
memperkuat citra kepolisian sebagai institusi yang hadir, komunikatif, dan dekat dengan
masyarakat. Dengan demikian, ketertiban masyarakat dapat berkembang sebagai bagian dari
perilaku sosial yang stabil dan berkelanjutan, serta didukung oleh hubungan yang harmonis antara
aparat dan masyarakat.
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